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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Instrumen wawancara dengan pemerintah Desa Purwadadi 

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana mekanisme penetapan 

penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi secara rinci? 

2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penetapan penerima 

bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi? 

3. Dalam pelaksanaanya, apakah ada hambatan dalam menetapkan 

siapa saja penerima program bantuan langsung tunai di Desa 

Purwadadi? 

4. Menurut Bapak/Ibu apa dampak dari program ini ditengah-tengah 

masyarakat? 

5. Dalam Konsep kenegaraan good and clean government bermakna 

model pemerintahan yang baik dan berwibawa. Menurut 

Bapak/Ibu apa kiranya upaya yang harus dilakukan untuk 

menciptakan lingkungan pemerintahan yang seperti itu? 

6. Pandangan Bapak/Ibu mengenai tercapainya kesejahteraan antar 

pihak, baik dari pengurus Desa sampai dengan masyarakat 

apakah harus berkesinambungan atau bagaimana? 

7. Bagaimana perspektif Bapak/Ibu mengenai money oriented? 

Apakah ada solusi tentang  ini, dan respon pengurus Desa dan 

masyarakat sebaiknya bagaimana? 
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B. Instrumen wawancara dengan Badan Pengawas Desa Purwadadi 

1. Apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan tentang apa itu program 

bantuan langsung tunai, dan ada berapa program tersebut yang 

berjalan di Desa Purwadadi? 

2. Bagaimana peran Badan Pengawas Desa mengenai mekanisme 

penetapan penerima bantuan langsung tunai di Desa Purwadadi? 

3. Sejauh mana peran Badan Pengurus Desa dalam melakukan 

pengawasan? 

4. Dalam prosesnya apakah ada kendala? 

5. Apakah ada kemungkinan evaluasi? 

6. Harapan Bapak/Ibu tentang program bantuan langsung tunai ini 

bagaimana? 

C. Instrumen wawancara dengan masyarakat di Desa Purwadadi 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program bantuan 

langsung tunai? Tujuan program ini untuk apa? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat agar mendapatkan program 

bantuan langsung tunai? 

3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari pengurus 

Desa Purwadadi? 
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4. Apakah program ini sudah tepat sasaran? Ataukah dalam 

pelaksanannya masih tidak tepat sasaran? 

5. Apakah program ini cukup membantu masyarakat di Desa 

Purwadadi? 

6. Bagaimana harapan Bapak/Ibu mengenai bantuan langsung tunai?  
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